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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Menimbang

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 65
Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor
66 Tahun 2015 tentang Badan  Perencanaan
Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66
Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional, telah ditetapkan Peraturan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan
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Mengingat

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional,

bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, perlu mengganti Peraturan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana
dimaksud dalam huruf a;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional,;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113)
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang
selanjutnya disebut Kementerian PPN/Bappenas adalah
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan
nasional.

2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang
selanjutnya disebut Menteri PPN/Kepala Bappenas
adalah menteri/kepala lembaga yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perencanaan

pembangunan nasional.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Kementerian PPN/Bappenas berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Presiden.
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(2) Kementerian PPN/Bappenas dipimpin oleh Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional yang sekaligus
menjabat sebagai  Kepala  Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional.

Pasal 3
Kementerian PPN/Bappenas mempunyai tugas membantu
Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan

fungsi:

a. pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan
di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi
pembangunan nasional, arah kebijakan fiskal, sektoral,
lintas sektor, dan lintas wilayah, kerangka ekonomi
makro nasional dan regional, rancang bangun sarana
dan prasarana, kerangka regulasi, kelembagaan, dan
pendanaan, serta pemantauan, evaluasi dan
pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional;

b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional
dan penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana;

c. penyusunan rencana pembangunan nasional secara
holistik integratif dalam penetapan program dan kegiatan
Kementerian /Lembaga/Daerah;

d. pengoordinasian dan pengendalian rencana
pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara
Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;

e. penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara bersama-sama dengan Kementerian

Keuangan;
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pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan
rencana pembangunan nasional;

pemantauan, evaluasi, dan  pengendalian  atas
pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
pengoordinasian, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian
sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta
pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama
instansi terkait;

pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada
seluruh organisasi di Kementerian PPN /Bappenas;
pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di
Kementerian PPN /Bappenas;

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi
tanggung jawab Kementerian PPN /Bappenas; dan
pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas di

Kementerian PPN /Bappenas.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Kementerian PPN /Bappenas terdiri atas:

S SN

Menteri/Kepala;

Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional /Sekretariat Utama  Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Deputi Bidang Ekonomi;

Deputi Bidang Pengembangan Regional;

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan
Kebudayaan;

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan
Keamanan;

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
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